




A.  Latar Belakang  
Migrasi tenaga kerja internasional adalah pergerakan orang dari satu 
negara ke negara lain dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Sejarah mencatat 
bahwa migrasi antar negara sudah sejak lama terjadi selama ratusan tahun diawali 
untuk memenuhi kepentingan pemerintah Kolonial bangsa Eropa dalam 
memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. 
Dalam perkembangannya, fenomena migrasi tenaga kerja internasional 
saat ini sudah menjelma sebagai sebuah industri migrasi yang sudah dikelola 
secara komersial dan profesional. Kontribusi pekerja migran dari sisi ekonomi 
dapat dirasakan melalui besarnya remitan yang dikirimkan. Aliran uang masuk 
dari remitan (inflow worker’s remittances), baik yang dikirim oleh pekerja migran 
maupun yang dibawa saat mereka pulang, akan berpengaruh pada besarnya 
Neraca Pembayaran Indonesia. Berdasarkan hasil survei tentang remitan yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia 2008, dikatakan bahwa nilai remitan telah 
mencapai satu pertiga inflow dari penanaman modal asing (foreign direct 
investment) dan melampaui utang luar negeri pemerintah (Official Aid) (BI, 2009).  
Aliran masuk uang dari remitan telah memberikan sumbangan kedua bagi 
devisa negara setelah pemasukan dari minyak dan gas bumi. Hasil studi yang 
dilakukan, baik oleh Bank Dunia maupun Bank Indonesia, menunjukkan bahwa 
remitan memegang peranan penting terhadap stabilitas ekonomi Indonesia tidak 
saja saat banyak negara Asia terkena krisis ekonomi sekitar tahun 1998, tetapi 
juga ketika dunia dilanda oleh krisis global (World Bank, 2002; Ford, 2006; 
World Bank, 2006; Hugo, 2007; ILO, 2008; BI, 2009). Ini menjadi bukti bahwa 
ke depan, banyak negara berkembang akan memperoleh keuntungan dari 
pengiriman remitan.  
Seiring dengan era pasar tenaga kerja global, banyak negara berkembang 
termasuk Indonesia memposisikan pengiriman pekerja migran ke luar negeri 
sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi. Fenomena pekerja migran di 
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abad 21 ini telah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi, baik lokal, 
regional, maupun global melalui konsep tiga R, yaitu Recruitment, Remittance, 
and Returns (Martin, et al., 2006). Dalam kaitannya dengan pembangunan 
ekonomi tersebut, peran dan prospek remitan terhadap pembangunan daerah 
semakin diakui (Orozco, 2002; Bracking, 2003;Sukamdi, et al., 2004; Ratha, 
2005). Hal ini cukup beralasan karena semakin banyak jumlah pekerja di luar 
negeri menyebabkan semakin besar pula volume remitan yang dikirim. Hal yang 
menarik adalah peningkatan intensitas arus uang dari negara maju ke negara 
berkembang dari waktu ke waktu. Tidaklah mengherankan apabila banyak negara 
berkembang menjadikan migrasi tenaga kerja internasional sebagai bagian dari 
kebijakan pembangunan (Ballard, 2005; Azad, 2005; Bagasao, 2005; 
Ndarishikanye, 2005). 
Keseriusan Pemerintah Indonesia menjadikan Migrasi Internasional 
sebagai salah satu kebijakannya tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 39 
Tahun 2004, yang isinya bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar 
negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama 
bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, 
dimana pelaksanaanya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, 
hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja 
dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.  
Sementara itu, program penempatan tenaga kerja ke luar negeri 
direalisasikan melalui program Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) (Ananta, 
2002). Dilakukan di bawah koordinasi Depnakertrans dan lembaga-lembaga yang 
terkait, terutamanya adalah BNP2TKI sebagai lembaga yang fokus menangani 
permasalahan seputar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Secara 
umum program ini bertujuan memperkecil resiko pengangguran, meningkatkan 
pendapatan, dan sekaligus memberikan peluang lebih besar untuk membangun 
daerah asal. Pada tingkat individu dan rumah tangga diharapkan dengan bekerja di 
luar negeri, akan tercipta peningkatan standar kehidupan ekonomi dan perubahan 
sosial secara mendasar ke arah lebih baik. 
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Secara makro dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional, program 
pengiriman tenaga kerja ke luar negeri diharapkan juga memberikan peluang 
devisa yang tinggi. Siaran pers 21 November 2008 International Labour Office 
(ILO) melaporkan bahwa remitan yang dikirim oleh pekerja migran setiap tahun 
rata-rata sebesar US$ 6,1 miliar. Jumlah tersebut meningkat tahun 2008 menjadi 
sekitar US$ 8,24 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa remitan telah menjadi 
sumber pendapatan negara kedua setelah sektor minyak dan gas bumi bagi 
Indonesia.  
Selain sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan untuk 
memberikan peluang devisa yang tinggi, secara mikro, remitansi juga menjadi 
sangat dominan terhadap strategi keberlangsungan hidup rumah tangga seorang 
migran (household livelihood strategies). Remitan secara langsung berperan 
meningkatkan pendapatan rumah tangga dan juga berpotensi terhadap penciptaan 
peluang-peluang ekonomi baru. Studi yang dilakukan oleh International 
Organisation For Migration dan Economic Resource Center for Overseas 
Filipinos tahun 2007 menyebutkan bahwa remitan telah menjadi sumber 
keuangan utama bagi sekitar 85 persen rumah tangga migran. Studi yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2008 pun menunjukkan hal yang senada, 
yaitu remitan adalah tulang punggung ekonomi rumah tangga migran. Hal ini 
tidak saja terjadi pada jangka pendek (current consumption), tetapi juga pada 
peluang investasi dan produksi untuk jangka panjang (long-term production). 
Remitan pada tingkat rumah tangga dapat digunakan sebagai strategi untuk 
pengentasan kemiskinan (Arnold, 1992;Alejandro, 1997; Ballard, 2004; 
Chimhowu, et al., 2005). 
Tak kurang dari lima ratus ribu orang tiap tahunnya meninggalkan tanah 
air untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Sepanjang tahun 2014, BNP2TKI 
(Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) 
mencatat penempatan TKI ke berbagai negara di dunia sebanyak 429.872 orang. 
Jumlah itu meliputi 219.610 orang (58 persen) TKI formal dan 182.262 orang (42 
persen) TKI informal.  Penempatan TKI selama empat tahun terakhir (2011 – 
2014) terjadi naik-turun, yakni pada 2011 sebanyak 586.802 orang, 2012 turun 
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dengan jumlah 494.609 orang, 2013 naik sebanyak 512.168 orang, dan 2014 turun 
lagi menjadi 429.872 orang dalam empat tahun terakhir (2011 – 2014) secara 
bertahap terjadi kenaikan prosentase penempatan TKI formal dan prosentase 
menurun untuk TKI informal. Pada tahun 2011 prosentase TKI formal 45 persen 
dan tahun 2014 naik menjadi 58 persen. Sedangkan prosentase TKI infornal tahun 
2011 sebanyak 55 persen dan tahun 2014 turun menjadi 42 persen lebih jelasnya 
dapat dilihat tabel di bawah.      




TKI Formal % TKI Informal % 
1. 2011 586.802 266.191 45 320.611 55 
2. 2012 494.609 258.411 52 236.198 48 
3. 2013 512.168 285.297 56 226.871 44 
4. 2014 429.872 247.610 58 182.262 42 
Sumber : Subdit Pengolahan Data Puslitfo BNP2TKI 2014 
Sementara itu, Tenaga kerja migran internasional berasal dari daerah 
kantong pengirim TKI terbanyak adalah dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan 
Nusa Tenggara Barat. Daerah-daerah tersebut umumnya adalah daerah pedesaan 
dengan pekerjaan utama sebagai petani yang bergantung kepada hasil panen 
mereka. Dalam kurun waktu sebelum panen maka masyarakat di pedesaan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari akan bekerja serabutan, ini menyebabkan banyak 
yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan 
mereka. Berikut tabel penempatan tenaga kerja Indonesia di tingkat provinsi yang 











Tabel 1.2 Tabel Penempatan TKI di tingkat provinsi di Indonesia 
No. Provinsi s.d  Mei 2014 
1   Jawa Barat 40.650  
2   Jawa Tengah  32.094  
3   Jawa Timur  28.116  
4   Nusa Tenggara Barat  22.348  
5   Lampung 6.877  
6   Sumatera Utara  4.174  
7   Banten 3.982  
8  Bali 3.903 
9  Sulsel 3.809 
10.  NTT 2.457 
  Total 158.302 
Sumber : Subdit Pengolahan Data Puslitfo BNP2TKI 2014 
Dari  data tersebut di atas, Jabar dan Jatim tertinggi dalam penempatan 
TKI ke luar negeri tahun 2014 sebanyak 429.872 orang itu, Jawa Barat merupakan 
provinsi tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia, jumlahnya 
sebanyak 105,479 orang. Sedangkan untuk kabupaten Lombok Timur merupakan 
kabupaten tertinggi dari 25 kabupaten terbesar penyumbang penempatan TKI, 
jumlahnya sebanyak 29,510 orang. Kemudian disusul Jawa Tengah 92.590, Jawa 
Timur 78.306.  (Copyright © 2010 - 2012 PT.Indopos Intermedia Press). 
Negara pada hakekatnya tidak pernah mendorong penduduknya untuk 
bekerja di luar negeri. Sebagaimana keterangan yang diberikan Kepala BNP2TKI 
dalam liputan Metro News yang dilansir tanggal 18 Agustus 2014 mengenai 
fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia. Dalam keterangannya disebutkan, 
bahwa sebenarnya pemerintah tidak pernah mendorong penduduknya menjadi 
TKI, kalaupun lapangan pekerjaan yang ada mampu menyerap tenaga kerja yang 
ada, bekerja di dalam negeri itu lebih sejahtera secara lahir dan batin. Karena para 
tenaga kerja ini digaji dengan menggunakan mata uang sendiri dan yang lebih 
utama adalah dekat dengan keluarga. Namun demikian, banyaknya jumlah tenaga 
kerja yang belum bisa diserap lapangan kerja di tanah air, ditambah adanya 
pilihan dan kesempatan bekerja di luar negeri, pada akhirnya mendorong sebagian 
besar masyarakat Indonesia memilih untuk meninggalkan tanah airnya sendiri dan 
bekerja menjadi tenaga kerja indonesia atau TKI. 
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Field (1994) dalam Subri (2012), berpendapat bahwa suatu negara akan 
mengalami migrasi keluar yang lebih besar bila terdapat ekpektasi yang lebih baik 
secara ekonomis dan non-ekonomi di luar negerinya. Ekspektasi tersebut terlihat 
dari pembangunan ekonomi suatu negara yang dapat menawarkan lebih banyak 
kesempatan kerja bagi warga negaranya. Sedangkan perbedaan upah, dimana 
negara tempatan bekerja yang memberikan penawaran gaji yang tinggi bagi para 
TKI, pada akhirnya menjadi daya tarik yang kuat bagi seorang migran untuk 
bekerja di luar negeri sebagai TKI.  
Menurut Wawa (2005) bahwa di saat pemerintah belum sepenuhnya 
berhasil mencari jalan keluar atas persoalan pengangguran, fenomena Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) tampil sebagai solusi alternatif yang banyak peminatnya. 
Beberapa alasan yang mendorong para tenaga kerja untuk mengadu nasib ke luar 
negeri dikarenakan ketidakseimbangan kemampuan ekonomi negara asal, dimana 
terjadi persoalan tentang kemiskinan dan meningkatnya pengangguran karena 
lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang masuk ke 
pasar kerja. Di sisi lain kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan 
tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai, realitas ini telah menjadi daya tarik 
tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri 
(Abdurrahman, 2006). 
Sementara itu, studi migrasi internasional selama ini menempatkan 
remitan sebagai indikator kasat mata keberhasilan bermigrasi. Kebanyakan studi 
empiris menyebutnya lebih ke arah uang dan barang yang dikirim kepada rumah 
tangga migran (Gammeltoft, 2002). Remitansi sebagai dampak migrasi 
internasional diyakini dapat menjadi potensi positif terhadap pembangunan daerah. 
Banyak studi yang menjelaskan betapa remitan berperan, baik secara mikro 
berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian rumah tangga migran maupun 
secara makro yang berkaitan dengan perekonomian daerah. Kajian empiris yang 
dilakukan Rima (2015) menyebutkan, bahwa dampak adanya migrasi 
internasional bagi negara-negara pengirim migran adalah adanya kiriman uang 
atau remitan yang dikirim para migran ke negara asalnya. Pemanfaatan remitan 
dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, konsumtif dan produktif. Dari hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik eks TKI Korea Selatan dalam 
prioritas penggunaan remittance lebih banyak digunakan untuk kegiatan 
konsumtif. Senada dengan kajian empiris Khusnatul Husna (2013) yang 
menyebutkan bahwa penggunaan utama dari uang kiriman atau remitansi adalah 
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Aset ekonomi yang paling 
banyak dimiliki adalah sepeda motor, HP, televisi, radio dan kulkas.  
Begitu halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan Choirul Hamidah 
(2013) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan remitansi bagi masyarakat desa 
Babadan kabupaten Ponorogo yang dianalisis secara mikro pada keluarga TKI 
menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi tertinggi adalah untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga (70%). Pembelian mobil dan motor menempati urutan kedua 
sebesar 21%, sedangkan yang 5% untuk pembelian perabot rumah dan barang-
barang elektronik, 4% dipinjam kerabat tidak dikembalikan. Pembelian barang 
investasi yang paling banyak dipilih adalah tanah pertanian sebesar 42%, 
perumahan sebesar 40%, modal usaha sebesar 15%, sedangkan untuk pendidikan 
anak/saudara (3%). Pembelanjaan konsumsi lebih dominan sebesar 56% 
dibanding pembelanjaan investasi sebesar 44% dari pendapatan total selama TKI 
bekerja di luar negeri.  
Memang benar bahwa remitansi pada akhirnya menjadi tumpuan ekonomi 
keluarga migran, namun demikian alokasi remitansi yang sebanyak itu apabila 
tidak dipergunakan dengan tepat hanya akan menumbuhkan sifat konsumtif pada 
masyarakat. Kajian Daulay dalam Wulan (2010) menegaskan bahwa aset ekonomi 
tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika tidak dibarengi dengan 
peningkatan pengetahuan yang memadai, pemanfaatan uang hanya bersifat 
konsumsi. Remitansi pada konteks yang lebih luas, bermakna tidak saja dalam 
bentuk uang, tetapi juga yang berwujud nonmateri, seperti ide-ide baru, 
pengetahuan terhadap teknologi modern, semangat bekerja, keahlian khusus, dan 
kedisiplinan kerja. Gammeltoft (2002) dalam studinya tentang dampak remitan 
terhadap pembangunan ekonomi negara berkembang menyebutkan beberapa 
alasan penyempitan makna remitan. Terdapat beberapa alasan penyempitan 
makna remitan dari makna luas (uang, barang, dan ide-ide baru yang dibawa oleh 
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pekerja migran) menjadi makna sempit (diartikan sebagai uang saja). Pertama, 
makna remitan dalam bentuk uang lebih mudah diukur, baik dari sisi volume dan 
intensitasnya. Kedua, secara praktis mengukur dampak remitan terhadap 
perbaikan ekonomi rumah tangga lebih terlihat daripada mengukur dampak 
melalui perubahan perilaku pekerja migran setelah kembali dari luar negeri 
berikut ide-ide pembaruan yang dibawanya. 
Penelitian tentang remitan kebanyakan hanya mengulas remitan ekonomi, 
disatu sisi remitan sosial juga berperan penting membangun sumber daya manusia 
dalam mendorong perkembangan suatu wilayah yang di pengaruhi adanya remitan. 
Kajian empiris Tavi Supriana (2010), menyebutkan peran TKI purna di Sumatra 
Utara dalam memperluas kesempatan kerja melalui kegiatan berwirausaha. 
Tingkat pengangguran di Sumatera Utara tahun 2008 berkurang sebesar 20,53%; 
usaha TKI Purna berperan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat di bidang jasa, 
industri, perdagangan, dan pertanian atau peternakan serta berperan dalam 
pengembangan ekonomi lokal (Local Economic Development/LED); usaha TKI 
Purna menciptakan pendapatan baik untuk pengusaha maupun pekerja dan sektor-
sektor lain yang mendukungnya.  
Seperti juga yang dilakukan masyarakat desa Taman Endah, kecamatan 
Purbalingga propinsi Lampung Timur. Dari liputan metronews pada tanggal 18 
Agustus 2015 diberitakan bahwa hampir semua masyarakat di desa tersebut atau 
sekitar 70 % anak mudanya menjadi tenaga kerja migran internasional. Mayoritas 
memilih Korea sebagai negara tujuan bekerja. Namun demikian, masyarakat di 
desa Taman Endah tersebut tidak menjadikan pekerjaan di luar negeri sebagai 
tujuan akhir. Setelah kurang lebih 3-5 tahun lamanya bekerja di Korea, mereka 
pulang ke kampung halamannya dan mengembangkan bisnis dengan modal usaha 
dari tabungan gaji selama bekerja menjadi TKI.  
Beragam jenis usaha yang digeluti para pemuda yang pulang dari bekerja 
sebagai TKI diantaranya adalah bisnis ternak ikan lele, ternak ayam petelor, 
mendirikan toko material bangunan dan jenis usaha yang lain. Diakui, dari bisnis 
yang dikembangkan, keuntungan yang diperoleh melebihi gaji yang mereka 
terima saat menjadi TKI. Dan yang terpenting adalah mereka mengaku lebih 
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bahagia dan sejahtera di tanah air sendiri. Bagi mereka “hidup demi segenggam 
emas di negara orang sebaiknya bukan menjadi tujuan akhir”, karena bekerja 
dekat dengan keluarga lebih bahagia dan sejahtera ketimbang bekerja di luar 
negeri. Para TKI purna yang kini menjelma menjadi pengusaha ini mengamini 
pepatah yang mengatakan, ‘lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan 
emas di negara orang’, lebih baik menjadi tuan rumah di negara sendiri ketimbang 
buruh di negara orang.  
Berkaitan dengan upaya mengkaji berbagai permasalahan pada fenomena 
migrasi internasional pekerja ke luar negeri, maka dipilih Kabupaten Ponorogo 
sebagai lokasi penelitian. Sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo yang 
seharusnya berpotensi mendongkrak ekonomi masyarakat, pada kenyataannya 
tidak menjadi sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja.  Data Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo menyebutkan, sejak tahun 
2007, jumlah TKI yang berangkat terus meningkat. Pada tahun 2011, jumlah TKI 
yang berangkat mencapai 3.233 orang. Dengan rincian, angkatan kerja laki-laki 
sejumlah 392 orang dan 2.841 orang untuk angkatan kerja perempuan. Hingga 
Nopember 2015, jumlah TKI yang berangkat menembus angka 4356 orang, terdiri 
dari angkatan kerja laki-laki sebesar 1016 orang dan angkatan kerja perempuan 
sebesar 3342 orang.  Jumlah tersebut belum termasuk TKI ilegal. Dari jumlah ini, 
sekitar 80% bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Sisanya bekerja 
sebagai buruh pabrik, pekerja di perkebunan sawit dan kuli bangunan. Sangat 
sedikit TKI yang menduduki pekerjaan profesional atau level manajerial.  
Kabupaten Ponorogo telah terkenal sebagai daerah pengirim migran sejak 
lama dan sampai sekarang masih berlangsung sehingga disebut sebagai long 
standing areas. Kajian empiris Joko Pitoyo (2015), menyebutkan bahwa menjadi 
pekerja di luar negeri telah melekat pada siklus kehidupan masyarakat Ponorogo 
(life cycle of migration). Pekerja migran adalah bagian dari kehidupan masyarakat 
Ponorogo dan telah mengarah kepada budaya baru yakni budaya menjadi pekerja 
di luar negeri (the culture of migration). Budaya migrasi ini akan terus berlanjut 
dari generasi ke generasi, membentuk sistem yang kompleks, dengan berbagai 
faktor yang terkait satu sama lain. Pada akhirnya menjadi pekerja di luar negeri, 
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yang juga telah membudaya di masyarakat, adalah bagian penting dari strategi 
kelangsungan hidup rumah tangga.  
Sebagian besar TKI pada akhirnya menjadikan pekerjaan di luar negeri 
tidak hanya sebagai tujuan akhir, tetapi menggantungkan kelangsungan hidup 
rumah tangganya dari upah penghasilan sebagai TKI. Namun demikian, dari 
ribuan pemburu devisa ini, beberapa diantaranya mencari pekerjaan di luar negeri 
untuk mencari modal usaha. Seperti halnya yang dilakukan para TKI di Taman 
Endah, Lampung Timur ataupun di Sumatra Selatan, beberapa TKI di Kabupaten 
Ponorogo mulai berbenah diri. Tabungan penghasilan gaji sebagai TKI mereka 
manfaatkan untuk membuka kesempatan kerja melalui kegiatan berwirausaha. 
Sektor usaha pada umumnya bergerak di sektor jasa meliputi usaha peternakan 
ayam, supermarket, salon kecantikan ataupun usaha berbagai ragam kuliner. 
Berangkat dari latar belakang itulah, pada akhirnya mengulik rasa keingintahuan 
peneliti untuk menggali sepak terjang para TKI yang memilih untuk mengakhiri 
masa kontrak kerjanya, pulang ke kampung halamannya untuk mengintegrasikan 
berbagai sumber pengetahuan yang mereka peroleh baik dari negara tempatan 
maupun daerah asal dengan tujuan merecovery dan mensettle kehidupan mereka 
menjadi manusia yang lebih berdaya dan mempunyai mental mandiri sehingga 
tidak hanya mampu menggerakkan perekonomian rumah tangganya, tetapi dalam 
lingkungan yang lebih luas yaitu perekonomian kampung halamannya. 
 
B. Perumusan Masalah 
Cerita sukses tentang para TKI purna yang berhasil menjadi pengusaha di 
negeri sendiri memang bukan sebuah cerita dongeng ataupun fenomena yang 
muncul secara tiba-tiba. Ada upaya penyadaran untuk memahami diri yang 
meliputi, potensi, kekuatan dan kelemahan serta memahami lingkungannya 
sehingga berpengaruh terhadap tumbuhnya keberdayaan atau yang dikenal juga 
dengan istilah self reliance. Sehingga menarik untuk dikaji sepak terjang para TKI 
purna di wilayah kabupaten Ponorogo untuk dapat ditelusuri berkaitan dengan; 
1. Bagaimana makna migrasi Internasional berkaitan dengan keberdayaan TKI 
purna di wilayah Kabupaten Ponorogo? 
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2. Bagaimana pola penggunaan remitansi berkaitan dengan keberdayaan TKI 
purna di wilayah kabupaten Ponorogo?  
3. Bagaimana peran modal sosial berkaitan dengan  keberdayaan TKI purna di 
wilayah kabupaten Ponorogo? 
  
C. Tujuan Penelitian 
Secara operasional, terdapat 3 tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut; 
1. Mengkaji makna migrasi internasional berkaitan dengan keberdayaan TKI 
purna di wilayah kabupaten Ponorogo Jawa Timur 
2. Mengkaji pola penggunaan remitansi berkaitan dengan keberdayaan TKI 
purna di wilayah kabupaten Ponorogo 
3. Mengkaji peran modal sosial berkaitan dengan  keberdayaan TKI purna di 
wilayah kabupaten Ponorogo  
 
D. Manfaat Penelitian 
Kajian tentang migrasi internasional dan pengaruhnya terhadap proses 
keberdayaan TKI purna di wilayah kabupaten Ponorogo, memiliki manfaat 
sebagai berikut; 
1. Manfaat Teoritis  
Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 
ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang sosiologi dan memperkaya 
pemahaman tentang konsep migrasi internasional, tenaga kerja Indonesia (TKI), 
remitansi, keberdayaan dan teori modal sosial yang dikemukakan oleh para tokoh 
modal sosial seperti Coleman, Robert D.Putnam, Pierre Bourdieu, Francis 
Fukuyama dan tokoh modal sosial lainnya, dimana teori yang dikemukakan para 
tokoh tersebut akan dipakai sebagai pisau analisis topik yang diangkat serta dapat 
dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat dijadikan wacana bagi para 
tenaga kerja migran internasional atau TKI bahwa mobilitas pekerja melalui 
proses migrasi internasional berdampak positif, baik secara makro yang 
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bersinggungan dengan pemerintah dan secara mikro berkaitan dengan kehidupan 
perekonomian rumah tangga migran. Remitansi yang dihasilkan merupakan 
devisa terbesar bagi negara setelah minyak bumi dan gas, maka tak heran jika 
pada akhirnya migrasi internasional telah menjadi bagian dari kebijakan proses 
pembangunan. Tidak hanya berdampak positif bagi negara, remitansi berupa uang 
atau barang yang mereka kirimkan kepada keluarga di kampung halaman 
berfungsi untuk mendongkrak kehidupan perekonomian keluarga. Namun 
demikian, sepak terjang para TKI ini masih sangat dibutuhkan negara dalam hal 
membangun perekonomian daerahnya masing-masing. Remitansi sosial yang 
berupa ide-ide baru, pengetahuan terhadap teknologi modern, semangat bekerja, 
keahlian khusus, dan kedisiplinan kerja menjadi modal agar mereka menjadi 
manusia yang lebih produktif dan mandiri, dalam pengertian mereka tidak 
menjadikan pekerjaan di luar negeri sebagai tujuan akhir. Dampak yang paling 
luas adalah tidak hanya memberdayakan diri secara lebih produktif akan tetapi 
pada akhirnya mampu memberdayakan daerahnya, sehingga bisa sedikit 
membantu masalah pengagguran dan kemiskinan yang dihadapi Pemerintah saat 
ini. 
  
 
